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ABSTRAK

Ichwan Ahnaz Alamudi: Analisis Politik Hukum terhadap Pasal 79 UU No. 11 Tahun
2020 (Omnibus Law) terkait Perbankan Syariah, di bawah bimbingan I:
Mujiburohman, MA, Ph.D dan bimbingan Il: Dr. Hj. Mariani, M.Ag, pada
Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

Kata Kunci: Politik Hukum, Omnibus Law, Perbankan Syariah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya UU Cipta Kerja tahun 2020 yang
mengatur banyak hal termasuk perbankan Syariah pada pasal 79. Pasal ini menambah
daftar panjang peraturan perundang-undangan tentang Bank Syariah yang telah ada sejak
hampir 30 tahun terakhir (1992). Peneliti ingin mengetahui apakah ada perubahan
signifikan yang dimuat oleh pasal ini dan apakah politik hukum terhadap perbankan
Syariah mengalami perubahan dengan lahirnya UU Cipta Kerja ini? Penelitian ini
bertujuan untuk mempelajari pasal 79 UU Cipta Kerja sambil membandingkannya
dengan UU sebelumnya yang mengatur perbankan Syariah. Penelitian ini juga bermaksud
untuk menganalisis ada tidaknya perubahan politik hukum terhadap perbankan syariah
dengan hadirnya pasal ini.

Penelitian ini berjenis studi kepustakaan atau di dalam dunia hukum disebut
dengan penelitian hukum yuridis-normatif. Peneliti mensurvei karya-karya ilmiah yang
terdahulu dan mengumpulkan data-data tertulis yang tersedia, baik secara online maupun
offline. Selanjutnya, peneliti menganalisis temuan secara deskriptif kualitatif.

Tesis ini menunjukkan bahwa pasal 79 UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020
memiliki kombinasi sifat antara produk hukum responsif dan elitis, dibangun atas dasar
keinginan mengembangkan ekonomi syariah sebagai bagian dari pembangunan ekonomi
nasional. Pasal ini mengandung perubahan tentang Maksimum kepemilikan Bank Umum
Syariah oleh pihak asing, yang semula di UU No. 21 Tahun 2008 diatur oleh peraturan
Bank Indonesia, sekarang mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang
penanaman modal. Politik hukum dibalik UU Cipta Kerja pada aspek Perbankan Syariah
adalah sama dengan aspek lainnya, yaitu mengundang investor bukan hanya dari dalam
tetapi juga dari luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Artinya, pemerintah ingin
membuka ruang investasi di sektor Perbankan Syariah lebih luas dari sebelumnya.



ABSTRACT

Ichwan Ahnaz Alamudi: Legal political analysis of Article 79 of Law No. 11 of 2020
(Omnibus Law) related to Islamic Banking, under the guidance I: Mujiburohman,
MA, Ph.D and Il Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag, Postgraduate program of UIN
Antasari Banjarmasin, 2022.

Keywords: Political Law, Omnibus Law, Sharia Banking.

This research is motivated by the birth of the job creation law in 2020 which
regulates many things including Sharia banking in Article 79. This article adds to the long
list of laws and regulations on Islamic banks that have existed since almost the last 30
years (1992). Researchers want to know whether there are significant changes contained
by this article and whether the political law on Islamic banking has changed with the birth
of this job creation law? This study aims to study Article 79 of the job creation law while
comparing it with the previous law regulating Islamic banking. This study also intends to
analyze the presence or absence of political changes in the law of Islamic banking with
the presence of this article.

This research is a type of literature study or in the world of law called juridical-
normative legal research. Researchers surveyed past scientific papers and collected
available written data, both online and offline. Next, the researchers analyzed the findings
in a qualitative descriptive manner.

This thesis shows that Article 79 of the job creation law No. 11 of 2020 has a
combination of properties between responsive and elitist legal products, built on the basis
of the desire to develop Islamic economics as part of National Economic Development.
This article contains a change in the maximum ownership of Islamic commercial banks
by foreign parties, which was originally in law no. 21 year 2008 regulated by Bank
Indonesia Regulation, now follows the laws and regulations in the field of investment.
The political law behind the job creation law on aspects of Islamic banking is the same as
other aspects, namely inviting investors not only from within but also from abroad to
invest in Indonesia. This means that the government wants to open investment space in
the Islamic banking sector wider than before.
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TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. | A 16. b Th
2. < B 17. L Zh
3. < T 18. ¢ ,
4. & Ts 19. ¢ Gh
5. z J 20. - F
6. z H 21. S Q
7. ¢ Kh 22. d K
8. 2 D 23. J L
9. 3 Dz 24, N M
10. B R 25. U N
11. B z 26. s wW
12. o S 27. 2 H
13. 8" Sy 28. 3 ‘
14. o Sh 29. S Y
15. o) Dh
1. Vokal

vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. VVokal tunggal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari

memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda VVokal Arab

Tanda VVokal Latin

Keterangan

Fathah




- i Kasrah

: u Dhammah

Kata sandang: Contoh: (1d,2!d) al-rijal bukan ar-rijal, ( \Jsso)
al-diwan bukan ad-diwan.

Syiddah: Misalnya ( o=, %) tidak ditulis adh-dhardrah melainkan al-

dhardrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan
%- Al adani
5 Au adanu

2. Vokal Panjang
Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab

dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan
J A a dengan topi di atas
o i i dengan topi di atas
oy U u dengan Topi di atas

3. Kata Sandang
Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan

huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsyiyah



maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijal bukan ar-rijal, al-diwan bukan ad-
diwan.
4. Syiddah (Tasydid)

Syiddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda ( - ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf,

yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi,
hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah
kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata
Y= tidak ditulis ad-dharirah melainkan al-dhardrah, demikian seterusnya.
5. Ta MarbUthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbdthah terdapat pada
kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf
/n/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbdthah
tersebut diikuti oleh kata sifat (na‘?) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta
marbdthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut

dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No Kata Arab Alih Aksara
1 M58 | Tharigah
2 Izleg® WuYa® | Al-JAm1’ah al-Islamiyyah

3 Y50 a3 | Wahdah al-Wujad




6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
alin aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti
ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk
menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama
diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf
awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari
bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini,
misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (italic) atau cetak tebal
(bold). Jika menurut PUEBI), judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka
demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama tokoh yang berasal dari
Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya
berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak

‘Abd al-Samad al-Palimbani; Nuruddin al-Raniri, tidak N(r al-Din al-Réaniri.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi /) kata benda (ism), maupun huruf (harf)
ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-

kalimat dalam bahasa Arab.

Aksara Arab Alih Aksara

3¢ Ilu)d | Dzahaba al-ustadzu




\id;) Gty

Tsabata al-ajru

Yo ua s 1z B

Al-harakah al-‘ashriyyah

A1 Yo Lisa Ty

asyhadu an la ilaha illa Allah

Yoally K o g0

mawlana Malik al-Shalih

yu’tsirukum Allah

Y&dlg'é YeLLAJ

al-mazhéhir al-‘agliyyah

hub al-istithla’

20 Wz do Yauapsg d Sl

al-maddah al-mashni’ah min al-
hayawén

Y50 b3

tharf al-‘ayni

al-musahamah

o da sl a0

man salaka tharigan
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